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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Rancangan Awal Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat
terselesaikan.

Rancangan Awal Satuan Polisi Kota Pangkalpinang Pamong Praja Kota
Pangkalpinang memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi
Pamong Praja 2024-2026.

Dengan mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini,
kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan
keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan
terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan
keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan
dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran
dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian
target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan
kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini.

Semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pangkalpinang, 2024
KEPALAYISATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOT A PANGKALPINANG,

SINA UTAMA
. 119820707200\
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dalam
membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu
indikatif serta perkiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan RPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi maka Renja Perangkat daerah
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah
(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Tujuan dalam RPD Kota Pangkalpinang.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam
penyusunan rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara
Evaluasi rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri
dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan

rencana Kkerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat



daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap
penetapan renja perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sesuai Peraturan
Walikota Nomor 50 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Tipe A Kota
Pangkalpinang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai
tugas untuk melaksanakan Urusan pemerintahan daerah bidang ketentraman,

ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pangkalpinang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan
hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2008 Tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan
inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026.

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.

1.3.2.

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang  adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2025 yang dijabarkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pangkalpinang.

Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :



Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun
mendatang yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang.

1. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun
2025.

2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Pangkalpinang
tahun sebelumnya.

3. Mensinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi pamong Praja
Kota Pangkalpinang dengan dokumen RPD Daerah Kota
Pangkalpinang.

1.4 Sistematika Penulisan
Penyajian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat
Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rencana Akhir RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program
4.2 Kegiatan
BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi dan hasil evaluasi yang dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh
mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-
permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut.
Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan kegiatan di tahun-tahun
mendatang.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL
RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang ini menyajikan dasar
pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang selama tahun 2023.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
a. Pengolahan Data Retribusi
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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d.

€.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.
b.

C.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

a.

b.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

a.

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan

Peraturan Daerah dan Perkad

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

a.

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

a.

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.



III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KORBAN

1.

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

. Investigasi Kejadian Kebakaran

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian
Penyebab Kejadian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTAPANGKALPINANG
TAHUN 2023

010501

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase kontribusi
retribusi daerah terhadap
(PAD) (Dengan Satuan:%)

100

16.160.860.151

6.521.205.999

"

00

100

1.011.212.729

100

1.538.736.746

75

1.285.449.371

100

2.598.887.325

100

6.434.286.171

100

6.434.286.171

39,814

BIDANG SEKRETARIAT

Persentase laporan kinerja
dan  keuangan  yang
disampaikan tepat waktu
(Dengan Satuan:%)

100

50

53

75

75

100

BIDANG SEKRETARIAT

Persentase  terpenuhinya
kebutuhan administrasi
perkantoran (Dengan
Satuan:%)

100

25

25

75

75

100

BIDANG SEKRETARIAT

Persentase  sarana  dan
prasarana aparatur dalam
kondisi  baik  (Dengan
Satuan:Persen)

25

25

75

75

100

BIDANG SEKRETARIAT

Persentase ASN yang
memenuhi  standar
kompetensi/kualifikasi
pada  unit kerjanya
(Dengan Satuan:%)

100

25

75

75

100

BIDANG SEKRETARIAT

Persentase laporan
penyediaan jasa penunjang
urusan pemerintahan
daerah (Dengan Satuan:%)

25

25

75

75

100

BIDANG SEKRETARIAT

010501202

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
(Dengan Satuan:Laporan)

o

13.850.685.388

5.182.451.411

878.461.235

1.318.698.208

1.077.131.484

1.908.160.484

5.182.451.411,

5.182.451.411

100

37,417

SubKoordinator  Umum
dan Kepegawaian

010501202001

Penyediaan  Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji  dan  Tunjangan  ASN
(Dengan Satuan:Orang/bulan)

o

13.850.685.388

o
&

5.182.451.411

53

878.461.235

53

1.318.698.208

1.077.131.484

53

1.908.160.484.

53

5.182.451.411,

53

5.182.451.411

100

37,417|

SubKoordinator Keuangan

010501204

Administrasi  Pendapatan
Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

Jumlah laporan  Administrasi
Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat D
aerah (Dengan
Satuan:Laporan)

8.620.000

100

SubKoordinator Keuangan

010501204005

Pengolahan  Data
Retribusi Daerah

Jumlah  Laporan  Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Data RetribusiD ae r
ah Dengan
Satuan:Laporan)

8.620.000

100

SubKoordinator
KERJASAMA

010501205

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daer:

Jumlah Laporan Administrasi
Kepegawaian Perangkat D
acrah (Dengan
Satuan:Laporan)

12.750.000

12.750.000

12.750.000)

12.750.000|

100

SubKoordinator  Umum
dan Kepegawaian

010501205002

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta  Atribut  Kelengkapan
(Dengan Satuan:Stel)

12.750.000

12.750.000

12.750.000)

12.750.000|

100

SubKoordinator  Umum
dan Kepegawaian




8 010501206 Administrasi Umum | Jumlah laporan administrasi 725.628.800 5 581.639.900 1 49.471.800 1 49.984.890 1 53.190.034 1] 100! 360.345.960 4 512.992.684) 4 512.992.684] 100 70,696 SubKoordinator Umumdan
Perangkat Daerah umum  perangkat  daerah Kepegawaian
(Dengan Satuan:Laporan)
° 010501206001 | Penyediaan ~Komponen1 | Jumlah  Paket  Komponen 12.345.850 1 20.284.000 1 5.288.000 0 0 o 0 1] 100 14.996.000 4 20.284.000, 4 20.284.000) 100 100 SubKoordinator Umumdan
i Instalasi  Listrik/Penerangan Kepegawaian
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
10 010501206002 | Penyediaan Peralatandan | Jumlah Paket Peralatan dan 210.050.150 100 240.933.000 o o o o o o 1] 100 173.973.000 1 173.973.000) 1 173.973.000| 100 82,825 SubKoordinator Umumdan
Kantor Kantor  yang Kepegawaian
Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
11 010501206004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 41.600.000 2 110.433.000 25 22.849.600 95,500 5.614.900 1 6.497.250 2 100 75.471.250 2 110.433.000 2 110.433.000| 100 100 SubKoordinator Umumdan
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan (Dengan Kepegawaian
Satuan:Paket)
12 010501206005 Penyediaan Barang C Jumlah Barang Cetakan dan 40.149.800 1 34.989.900 25 2.220.000 2 7.696.250 3 6.085.000 1 100 18.987.150 4 34.988.400| 4 34.988.400| 100 87,145| SubKoordinator Umumdan
ctakan an Pengadaan (Dengan epegawaian
Penggandaan Satuan:Paket)
13 010501206009 | Penyelenggaraan ~ Rapat | Jumlah  Laporan 421.483.000 2 175.000.000 25 19.114.200 1 36.673.740 1 40.607.784 2| 100 76.918.560 2 173.314.284 2 173.314.284) 100 41,120 SubKoordinator Umumdan
inasi dan i apat Kepegawaian
SKPD Koordinasi dan  Konsultasi
SKPD (Dengan
Satuan:Laporan)
14 010501207 Pengadaan Barang Milik | Jumlah laporan  pengadaan 390.372.475 1 100.000.000 0 o o 0 o 0 1] 100! 99.924.975 1 99.924.975| 1 99.924.975| 100 25,597 SubKoordinator
Daerah Penunjang | barang  milik  daerah KERJASAMA
Urusan Pemerintah | penunjang urusan perangkatd
Daerah aerah (Dengan
Satuan:Laporan)
15 010501207010 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana  dan 390.372.475 1 100.000.000 [ o o o o o 1 100 99.924.975 1 99.924.975 1 99.924.975| 100 25,597 SubKoordinator
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau KERJASAMA
atau Bangunan Lainnya Bangunan  Lainnya  yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Unit)
16 010501208 Penyediaan Jasa | Jumlah laporan Penyediaan 753.427.160 3 228.761.392 1 27.848.506 2 48.243.656 3 51.468.299 1| 100 91.623.344 5 219.183.805| 5 219.183.805| 100 29,092 SubKoordinator Umumdan
Penunjang Urusan | Jasa  Penunjang  Urusan Kepegawaian
i Daerah intaha Daerah
(Dengan Satuan:Laporan)
17 010501208002 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan 280.000.000 12 78.750.000 25 9.603.374 50 9.147.808 75 10.082.451 3| 100 40.338.780| 12 69.172.413 12 69.172.413| 100 24,704/  SubKoordinator Umumdan
Komunikasi, Sumber | Jasa  Komunikasi,  Sumber Kepegawaian
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
18 010501208003 | Penyediaan JasaP| Jumlah Laporan Penyediaan 148.398.500 4 96.400.000 25 8.750.000 2 26.960.000 3 31.250.000 1] 100 29.440.000 4 96.400.000) 4 96.400.000) 100 64,960 SubKoordinator
eralatandan|Jasa Peralatan dan KERJASAMA
Kantor Kantor  yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
19 010501208004 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 325.028.660 12 53.611.392 25 9.495.132 50 12.135.848 75 10.135.848 3 100 21.844.564 12 53.611.392 12 53.611.392)| 100 16,494 SubKoordinator
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor KERJASAMA
yang  Disediakan  (Dengan
Satuan:Laporan)
20 010501209 Pemeliharaan Barang | Jumlah laporan Pemeliharaan 440.746.328 2 406.983.296 3 55.431.188 6 121.809.992 9 103.659.554| 15 1 126.082.562| 19 406.983.206 19 406.983.296| 100 92,340 SubKoordinator Umumdan
Milik Daerah Penunjang | Barang  Milik  Daerah Kepegawaian
Urusan Pemerintahan | Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
(Dengan Satuan:Laporan)
21 010501209001 | Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan 440.746.328 1 350.603.296 25 55.431.188 12 65.429.992 18 103.659.554 7| 100 126.082.562| 25 350.603.296| 25 350.603.296) 100 79,548 SubKoordinator Umumdan
Pemeliharaan, Biaya | Dinas atau Kendaraan Dinas Kepegawaian
Pemeliharaan, dan Pajak | Jabatan yang Dipelihara dan
g i Pajaknya (Dengan
Dinas atau Kendaraan | Satuan:Unit)
Dinas Jabatan
22 010501209010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana 0 1 56.380.000 o 0 100 56.380.000 100 0 1| 100 0 1 56.380.000) 1 56.380.000| 100 1000 SubKoordinator

Sarana dan  Prasarana
Gedung  Kantor  atau
Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya an
Dipelihara/Direhabilitasi
(Dengan Satuan:Unit)

KERJASAMA




RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,000 39,814
PREDIKAT KINERJA
23 010502 PROGRAM Persentase Warga Negara | 100 | 17.903.881.826 100 | 8.873.838.290 | 25 25| 1.431.806.280 | 50 50| 2.370.278.420 | 75 75| 1.962.219.420| 100 | 100| 2.952.787.170| 100| 8.717.091.290 100|  8.717.091.290 100| 48,688 BIDANG Penegakar
PENINGKATAN | yang memperoleh layanan Perundangan-undanganDaerah
KETENTERAMAN DAN | akibat dari  penegakan
KETERTIBAN UMUM hukum perda dan perkada
(Dengan Satuan:%)
Persentase Peningkatan | 100 100 o o o o o o o o o o 0 BIDANG SUMBERDAYADAN
Kompetensi PPNS (Dengan LINMAS
Satuan:%)
Cakupan Pelanggaran T| 0 100 25 25 50 50 75 75 100 | 100 250 250 100| BIDANG Penegakar
rantibumyang Perundangan-undanganDaerah
Ditindaklanjuti (Dengan
Satuan:%)
24 010502201 Penanganan Gangguan | jumlah laporan  penanganan 0 16.342.992.376 4|  8496.018.540 1 15 1.370.246.280 1 30 2.360.378.420 | 1 46 1.927.649.420| 63| 100 2.755.997.420| 63 8.414.271.540) 63 8.414.271.540) 100 51,486 SubKoordinator UMUM DAN
Ketenteraman dan | gangguan  ketentraman  dan KETENTRAMAN
Ketertiban Umum dalam ketertiban umum yang
(Satu)  Daerah | ditangani (Dengan
Kabupaten/Kota Satuan:laporan)
25 010502201001 | Pencegahan Gangguan | Jumlah ~ Kasus  Gangguan o 15.603.313.050 324 8.206.451.540 1| 28680 1.367.366.280 5| 28,680 2.352.698.420| 3| 34,080 1.927.649.420 3| 100 2.558.737.420 3 8.206.451.540, 3 8.206.451.540, 100| 52,504 SubKoordinator
Ketenteraman dan | Ketenteraman dan Ketertiban KERJASAMA
Ketertiban Umum Melalui | Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah | Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Dini, i an dan §
Penyuluhan, ~Pelaksanaan | Pelaksanaan Patroli,
Patroli, dan dan
Pengawalan (Dengan Satuan:Kasus)
26 010502201003 | K 0o o r dinas i Jumiah  Dokumen Hasil| 0 o 1 256.567.000 o 100 0 o 0 ol o o 0 1| 100 182.820.000 1 182.820.000 1 182.820.000 100 1000 SubKoordinator
Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi P KERJASAMA
Ketentraman  dan enyelengggaraan
Ketertiban Umum serta Ketentraman,Ketertiban
Perlindungan Masyarakat | Umum  dan  perlindungan
Tingkat Kabupaten/Kota masyarakat Tingkat
Kabupaten/kota (Dengan
Satuan:Dokumen)
27 010502201006 | Kerja Sama antar Jumlah  Dokumen  Hasil 0 232.679.326 25 25.000.000 6 | 32,050 2.880.000 | 16 | 34,080 7.680.000| 6 o o 7| 100 14.440.000| 35 25.000.000 35 25.000.000, 100, 10,744 SubKoordinator
Lembaga dan Kemitraan d | Pelaksanaan Kerja Sama antar KERJASAMA
alam Teknik Lembaga dan Kemitraan dalam
Pencegahan dan Teknik Pencegahan Kejahatan
Penanganan Gangguan (Dengan Satuan:Dokumen)
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
28 010502201009 Penyediaan Layanan dalam | Jumlah Laporan  Penyediaan o 507.000.000 4 8.000.000 1 o o 1 o o 1 o o o o o 3 0| 3 0 100 0| SubKoordinator
rangka Dampak Penegakan | Layanan Dampak Penegakan KERJASAMA
Peraturan  Daerah  dan | Perda dan  Perkada yang
Perkada Terlayani (Dengan
Satuan:Laporan)
29 010502202 Penegakan Peratu Jumlah  Laporan  Penegakan o 1.340.889.450 3 302.819.750 1 1 61.560.000 1 1 9.900.000 | 2 2 34.570.000 3| 100 196.789.750 3 302.819.750) 3 302.819.750) 100 22,583 Subkoordinato
Daerah  Kabupaten/Kota d | Perda dan Perkada yang dapat PEMBINAAN DA
n aturan|ditangani engan PENGAWASAN
Bupati/Wali Kota Satuan:laporan)
30 o1 1 Jumlah  Laporan  Hasil o 300.000.000 4 9.999.750 o o o 1 o of 1 o 4.000.000 1| 100 5.999.750 3 9.999.750 3 9.999.750) 100 3,333 SubKoordinator
Peraturan  Daerah  dan | Pelaksanaan Sosialisasi KERJASAMA
Peraturan Bupati/Wali Kota | Penegakan Perda/Perkada
kepada  Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku Usaha/
(Dengan Satuan:Laporan)
31 010502202002 Pengawasan At Jumlah Laporan Hasil o 460.000.450 4 117.490.000 1 1 54.000.000 1 32,050 9.900.000 1 o o 1 100 53.590.000 4 117.490.000 4 117.490.000 100 25,541 SubKoordinator
Kepatuhan Terhadap | Pelaksanaan ~Pengawasan yang KERJASAMA
Pelaksanaan  Peraturan | Dilakukan Terhadap
Daerah  dan  Peraturan | Kepatuhan Terhadap
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
(Dengan Satuan:Laporan)
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32 010502202003 | Penanganan Atas | Jumlah Laporan Pelaksanaan o 580.889.000 4 175.330.000 1| 28680 7.560.000 1| 29,350 o| 1| 29350 30.570.000 1| 100 137.200.000 4 175.330.000) 4 175.330.000 100, 30,183 SubKoordinator
Pelanggaran Peraturan | Penanganan Atas Pelanggaran KERJASAMA
Daerah  dan  Peraturan | Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Gubernur yang Dapat Ditangani

Sesuai SOP (Dengan
Satuan:Laporan)

33 010502203 Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan 0 220.000.000 1 75.000.000 0 0 0 0 0 ol o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| SubKoordinator Bina
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Penyidik Pegawai Negeri Sipil(P Pontensi dan Masyarakat
Kabupaten/Kota PNS) (Dengan

Satuan:Laporan)
34 010502203001 | Pengembangan Kapasitas | Jumlah  Laporan  Hasil o 220.000.000 3 75.000.000 o o o o 0 ol o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0| 0  SubKoordinator Operasidan
dan Karier PPNS Pelaksanaan Peningkatan Linmas
Kapasitas Pejabat PPNS dalam
Mendukung  Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda dan Perkada
(Dengan
Satuan:Laporan)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 66,667| 48,688
PREDIKAT KINERIA s -

35 010504 PROGRAM Cakupan penanganan 0 | 14.537.362.600 100 | 5.856.637.706 | 25 25 979.459.544 | 50 50| 1.241.783.771| 75 75| 1.158.951.294| 100 | 100| 2.156.873.534| 100| 5.537.068.143| 100|  5.537.068.143 100 38,089 BIDANG  PEMADAM

PENCEGAHAN, |bencana kebakaran kota KEBAKARAN

ANGAN, (Dengan

ENYELAMATAN

KEBAKARAN  DAN

PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN
Jumlah Warga Negara 100 100 25 25 50 50 75 75 100 100 100 100 100| BIDANG PEMADAM
yangmemperoleh  layanan KEBAKARAN
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran (Dengan
Satuan:%)
Tingkat waktu tanggap| O 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100| BIDANG  PEMADAM
(response time rate) daerah KEBAKARAN
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran(WM K ) (Deng
anSatuan:menit)

36 010504201 Pencegahan , Pe | Jumlah Laporan Pencegahan, 0 14.537.362.600 2 5.850.172.706 1 1 979.459.544 1 1 1.239.683.771| 1 1 1.156.851.204 2 2 2.154.773.534 2 5.530.768.143 2 5.530.768.143 100 38,045 SubKoordinato
ngendalian,Pem | Pengendalian, Pemadaman, Pemadaman danPen
adaman, Penyelamatan, dan nggulanganKebakaran|

dan Bahan
Penanganan Bahan dan Beracun Kebakaran dalam
Berbahaya dan Beracun Daerah Kabupaten/Kota (Dengan
Kebakaran dalam Daerah Satuan:Laporan)
Kabupaten/Kota
37 010504201002 | Pemadaman dan | Jumlah  Laporan  Hasil 0 14.537.362.600 4 5.848.017.706 1| 29,350 979.459.544 1 2 1.239.683.771| 1| 34,080 1.156.851.204 1| 100 2.154.773.534 4 5.530.768.143 4 5.530.768.143 100 38045 SubKoordinato
i d Kegiatan Pemadaman danPen

alambDaerah| Kesiapsiagaan Petugas Piket dan nggulanganKebakaran|
Kabupaten/Kota Pemadaman  Kebakaran _dalam

Daerah Kabupaten/Kota (Dengan

Satuan:Laporan)

38 010504201003 | Penyelamatan dan | Jumlah  Penyelamatan  dan 0 0 100 2.155.000 1 0 0 1 o o 1 o 0 0 0 0 3 0 3 0 100| 0 SubKoordinato
Evakuasi Korban | Evakuasi Korban Kebakaran Pemadaman danPen
Kebakaran ~ dan  Non | dan Non Kebakaran (Dengan nggulanganKebakaran|
Kebakaran Satuan:%)

39 010504202 Inspeksi Peralatan Jumlah  Laporan  Inspeksi 0 o 1 2.155.000 1 o o 1 o ol 1 o o 1 1 2.100.000 1 2.100.000 1 2.100.000 100| 100 Subkoordinator
Proteksi Kebakaran Peralatan  Proteksi Kebakaran Pencegahan Kebakaran

(Dengan Satuan:Laporan)

40 010504202001 | Pendataan Sarana | Jumlah  Dokumen  yang M 0 0 4 2.155.000 1 0 0 1 0 o 1 o 0 1| 100 2.100.000 4 2.100.000 4 2.100.000 100| 100, SubKoordinator
Prasarana Proteksi | e m u a t ata Pembinaan Sumber Daya
Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan

yang Dipersyaratkan Harus
Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran (Dengan
Satuan:Dokumen)
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41 010504203 Investigasi  Kejadian Jumlah  Laporan Investigasi 2.155.000 0 0 ol 1 1 2.100.000 1 1 o 2.100.000 2.100.000 100 1000 SubKoordinato
Kebakaran Kejadian Kebakaran (Dengan Pemadaman danPe
Satuan:Laporan) anggulanga
Kebakaran
42 010504203001 Investigasi Kejadian | Jumlah Dokumen yang Memuat 2.155.000 o o o 1 100 2.100.000 o 100 o 2.100.000} 2.100.000| 100 100 Subkoordinato
Kebakaran, Meliputi | Hasil Kejadian Kebakaran yang PEMBINAAN DA
Penelitian dan Pengujian | Dilakukan Investigasi Lanjutan PENGAWASAN
Penyebab Kejadian | Meliputi Penelitian dan Pengujian
Kebakaran dan Penelitian (Dengan
Satuan:Dokumen)
43 010504204 Pemberdayaan Jumlah  Laporan 2.155.000 o 1 2.100.000 | 1 o o o 1 o 2.100.000 2.100.000 100 100 SubKoordinator Pelatihan
Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Sumber Daya Kebakaran
(Dengan
Satuan:Laporan)
44 010504204002 Pembentukan dan | Jumlah Pelatihan Relawan 2.155.000 o 100 o o o o o o o 0 o 0| 0 Subkoordinator
Pembinaan Relawan | Pemadam Kebakaran (Dengan Pencegahan Kebakaran
Pemadam Kebakaran Satuan:Kali)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,000 38,089
PREDIKAT KINERJA
CAPAIAN pav SEMUA e mm

PREDIKAT KINERJA
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2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mempunyai tugas

membantu Walikota dalam mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya
Aparatur Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran;
Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya
Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadaman Kebakaran;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan
Pemadaman Kebakaran;

Pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Pembinaan UPT ;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
serta Pemadaman Kebakaran;

Pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
Penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pembinaan dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
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1. Pelaksanaan tindakan Pemadaman Kebakaran pada suatu wilayah

di Daerah.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN INDIKATOR CAPAIAN
NO STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI (%)
1 2 3 4 5 6
1. | Terwujudnya Persentase 100% 100% 100
masyarakat yang penegakan
patuh Peraturan perda dan
Perundangan perkada
Daerah sehingga
. Persentase 100% 100% 100
meningkatnya
keamananan,keny ganggu an
trantibum yang
amanan dan
ketertiban dfdpat .
Masyarakat diselesaikan
2 | Meningkatnya Waktu Tanggap | 15 Menit 15 Menit 15 Menit
Kualitas pelayanan | (Response
Pencegahan,Penyela | Time)
matan Kebakaran Penanganan
dan Non Kebakaran | Kebakaran
Persentase 100% 100% 100
Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran dan
Non Kebakaran
Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 setiap indikator

kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dapat di capai

Perda dan Perkada

sesuai dengan target yaitu :

Persentase Penegakkan

dengan capaian kinerja sebesar 100%, Persentase gangguan trantibum sebesar

100% , Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

sebesar 100% , Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

adalah 15 Menit.
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Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasi Penertiban

Pamong Praja

No Giat Pelanggaran | Terselesaikan Keterangan
1 | Penertiban TI 13 13 Sanksi berupa
(Tambang Penyitaan Alat-alat
Inkovensional) dan diberikan Surat
Teguran
2 | Penertiban 69 69 Pembinaan dan
Prostitusi dan Diberikan Surat
Yustitusi Teguran secara
Tertulis
3 | Klarifikasi 7 7 Dilakukan
perijinan pemanggilan untuk
bangunan klarifikasi terkait
perijinan bangunan
Total 89 89
2. Kegiatan Operasi Gangguan Trantibum
No Giat Pelanggaran | Terselesaikan Keterangan
1 | Patroli Jam 504 504 Sanksi berupa
Belajar malam Pembinaan dan
Laporan secara
tertulis ke Dinas
Pendidikan
2 | Patroli Pekat 69 69 Pembinaan dan
(Penyakit dilakukan pendataan
Masyarakat )
Total 573 573

3. Kegiatan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran

JUMLAH KEJADIAN DAN KEGIATAN
NO BULAN KEBAKARAN NON KEBAKARAN
JUMLAH
LAHAN RUMAH/RUKO GEDUNG EVAKUASI LAIN-LAIN

1 JANUARI 2 0 8 8 18

2 FEBRUARI 1 1 0 14 16 32

3 MARET 2 3 0 9 12 26

4 APRIL 1 5 0 9 5 20

S MEI 0 2 0 10 12 24

6 JUNI 0 3 0 20 8 31

7 JULI 2 3 0 15 2 22

8 AGUSTUS 31 4 0 9 17 61
9 SEPTEMBER 110 5 0 12 11 138
10 | OKTOBER 100 3 0 19 7 128

11 | NOVEMBER 19 0 0 15 5 39

12 | DESEMBER 0 4 0 7 12 23
TOTAL 265 35 0 147 115 562
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat
maupun ditingkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang
berupaya secara maksimal melaksanakan tupoksinya demi tercapainya
sasaran strategis yang telah ditentukan.

Terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan Ketentraman |,
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dalam
mengatasi laporan gangguan ketentraman dan ketertiban;

2. Minimnya wawasan dan keterampilan Personil Satpol PP serta
keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP dalam menangani
laporan/kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Belum tersedianya tempat relokasi khusus bagi PKL;

Keterbatasan jumlah personil PPNS dan belum optimalnya pemahaman

anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakkan Perda dan

Perkada;

5. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi dan
Sosialisasi Perda dan Perkada, sehingga banyak peraturan yang
dilanggar;

6. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat
rendah;

7. Terbatasnya jumlah SDM pemadam kebakaran dan minimnya sarana
pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun aparatur untuk
mendukung pemadaman dan pengendalian kebakaran;

8. Informasi kejadian kebakaran terlambat diketahui dan Lokasi yang sulit
terjangkau, serta hambatan menuju lokasi kebakaran akibat

kerumunan masa;

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan
target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis
kebutuhan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut
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Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Satpol PP
Kota Pangkal Pinang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

9.911.803.734,00

9.911.803.734,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

9.911.803.734,00

9.911.803.734,00

KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1| 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 9.911.803.734,00 9.911.803.734,00
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1{ 05 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.383.861.634,00 7.383.861.634,00

kinerja perangkat daerah
tepat waktu

kinerja perangkat daerah
tepat waktu

Persentase penyampaian Kota 2 Dokumen 720.000,00 | Persentase penyampaian Kota 2 Dokumen 720.000,00
dokumen perencanaan, Pangkal dokumen perencanaan, Pangkal
penganggaran dan Pinang penganggaran dan Pinang
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah
tepat waktu tepat waktu
1{ 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Persentase penyampaian Kota 0 Dokumen 1.170.000,00 | Persentase penyampaian Kota 0 Dokumen 1.170.000,00
dokumen perencanaan, Pangkal dokumen perencanaan, Pangkal
penganggaran dan Pinang penganggaran dan Pinang
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah
tepat waktu tepat waktu
1{ 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase penyampaian Kota 1 Laporan 720.000,00 | Persentase penyampaian Kota 1 Laporan 720.000,00
dokumen perencanaan, Pangkal dokumen perencanaan, Pangkal
penganggaran dan Pinang penganggaran dan Pinang

1{ 05 | 01 | 2.02 | 0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Persentase tersusunnya Kota 48 Orang/bulan 5.695.507.234,00 | Persentase tersusunnya Kota 48 Orang/bulan 5.695.507.234,00
laporan keuangan Pangkal laporan keuangan Pangkal
perangkat sesuai SAP Pinang perangkat sesuai SAP Pinang

1{ 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Persentase tersusunnya Kota 1 Laporan 600.000,00 | Persentase tersusunnya Kota 1 Laporan 600.000,00
laporan keuangan Pangkal laporan keuangan Pangkal
perangkat sesuai SAP Pinang perangkat sesuai SAP Pinang

1| 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase pelaksanaan Kota 1 Paket 10.014.600,00 | Persentase pelaksanaan Kota 1 Paket 10.014.600,00
administrasi umum Pangkal administrasi umum Pangkal
perangkat daerah Pinang perangkat daerah Pinang
1{ 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase pelaksanaan Kota 2 Paket 140.743.500,00 | Persentase pelaksanaan Kota 2 Paket 140.743.500,00
administrasi umum Pangkal administrasi umum Pangkal
perangkat daerah Pinang perangkat daerah Pinang
1| 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase pelaksanaan Kota 1 Paket 28.552.300,00 | Persentase pelaksanaan Kota 1 Paket 28.552.300,00
administrasi umum Pangkal administrasi umum Pangkal
perangkat daerah Pinang perangkat daerah Pinang
1| 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pelaksanaan Kota 4 Laporan 175.000.000,00 | Persentase pelaksanaan Kota 4 Laporan 175.000.000,00
administrasi umum Pangkal administrasi umum Pangkal
perangkat daerah Pinang perangkat daerah Pinang

1| 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase terlaksananya | Kota 4 Laporan 81.000.000,00 | Persentase terlaksananya | Kota 4 Laporan 81.000.000,00
Jasa Penunjang Urusan | Pangkal Jasa Penunjang Urusan | Pangkal
Pemerintahan Daerah Pinang Pemerintahan Daerah Pinang

1| 05 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terlaksananya | Kota 4 Laporan 41.370.000,00 | Persentase terlaksananya | Kota 4 Laporan 41.370.000,00
Jasa Penunjang Urusan | Pangkal Jasa Penunjang Urusan | Pangkal
Pemerintahan Daerah Pinang Pemerintahan Daerah Pinang

1| 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Persentase terlaksananya
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kota

Pangkal
Pinang

4 Laporan

852.094.000,00

Persentase terlaksananya
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kota
Pangkal
Pinang

4 Laporan

852.094.000,00

05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase terlaksananya | Kota 1 Unit 44.010.000,00 | Persentase terlaksananya | Kota 1 Unit 44.010.000,00
Jasa Penunjang Urusan | Pangkal Jasa Penunjang Urusan | Pangkal
Pemerintahan Daerah Pinang Pemerintahan Daerah Pinang
05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase terlaksananya | Kota 26 Unit 312.360.000,00 | Persentase terlaksananya | Kota 26 Unit 312.360.000,00
Jasa Penunjang Urusan | Pangkal Jasa Penunjang Urusan | Pangkal
Pemerintahan Daerah Pinang Pemerintahan Daerah Pinang
02 | 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 22.750.000,00 | Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 22.750.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang

Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan
Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum
tingkat kota.

Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan
Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum
tingkat kota

05

02

2.01

0004

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman
dan Ketertiban Umum
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Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 100.000.000,00 | Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 100.000.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang
Persentase tersusunnya Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan dampak Penegakan
Perda dan Perkada Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum pelaksanaanTrantibum
tingkat kota tingkat kota
05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Persentase Kasus Kota 50 Orang 246.761.600,00 | Persentase Kasus Kota 50 Orang 246.761.600,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang
Persentase tersusunnya Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan dampak Penegakan
Perda dan Perkada Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum pelaksanaanTrantibum
tingkat kota tingkat kota
05 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 4.367.000,00 | Persentase Kasus Kota 4 Dokumen 4.367.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang
Persentase tersusunnya Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan dampak Penegakan
Perda dan Perkada Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum pelaksanaanTrantibum
tingkat kota tingkat kota
05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui

Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
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2.02

0010

Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan
Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum
tingkat kota

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan
Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum
tingkat kota

Persentase Kasus Kota 225 laporan 1.170.000.000,00 | Persentase Kasus Kota 225 laporan 1.170.000.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang
Persentase tersusunnya Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan dampak Penegakan
Perda dan Perkada Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum pelaksanaanTrantibum
tingkat kota tingkat kota
1| 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Persentase Kasus Kota 100 Laporan 110.980.000,00 | Persentase Kasus Kota 100 Laporan 110.980.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang
Persentase tersusunnya Persentase tersusunnya
Laporan Penyelesaian Laporan Penyelesaian
dampak Penegakan dampak Penegakan
Perda dan Perkada Perda dan Perkada
Persentase Tersusunya Persentase Tersusunya
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum pelaksanaanTrantibum
tingkat kota tingkat kota

1| 05 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan

Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
Persentase Kasus Kota 1 Laporan 12.000.000,00 | Persentase Kasus Kota 1 Laporan 12.000.000,00
Gangguan Trantibum Pangkal Gangguan Trantibum Pangkal
yang ditangani Pinang yang ditangani Pinang

Persentase Penanganan
Pelanggaran Perda dan
Perkada sesuai SOP

Kota
Pangkal
Pinang

4 Laporan

20.100.000,00

Persentase Penanganan
Pelanggaran Perda dan
Perkada sesuai SOP

Kota
Pangkal
Pinang

4 Laporan

20.100.000,00

21




1| 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah
Persentase Penanganan Kota 4 Laporan 34.775.000,00 | Persentase Penanganan Kota 4 Laporan 34.775.000,00
Pelanggaran Perda dan Pangkal Pelanggaran Perda dan Pangkal
Perkada sesuai SOP Pinang Perkada sesuai SOP Pinang
1] 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Persentase Penanganan Kota 4 Laporan 146.250.000,00 | Persentase Penanganan Kota 4 Laporan 146.250.000,00
Pelanggaran Perda dan Pangkal Pelanggaran Perda dan Pangkal
Perkada sesuai SOP Pinang Perkada sesuai SOP Pinang

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Persentase PPNS yang
aktif

Kota 3 Laporan
Pangkal

Pinang

50.000.000,00

Persentase PPNS yang
aktif

Kota
Pangkal
Pinang

3 Laporan

50.000.000,00

0002

Kebakaran

Kebakaran

2.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penyelamatan | Kota 1 Dokumen 2.400.000,00 | Persentase Penyelamatan | Kota 1 Dokumen 2.400.000,00
dan Evakuasi Korban Pangkal dan Evakuasi Korban Pangkal
Kebakaran dan Non Pinang Kebakaran dan Non Pinang
Kebakaran Kebakaran

1| 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten /Kota

Persentase Penyelamatan | Kota 1 Laporan 590.907.500,00 | Persentase Penyelamatan | Kota 1 Laporan 590.907.500,00
dan Evakuasi Korban Pangkal dan Evakuasi Korban Pangkal
Kebakaran dan Non Pinang Kebakaran dan Non Pinang
Kebakaran Kebakaran

1{ 05 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Persentase Penyelamatan | Kota 1 Dokumen 2.400.000,00 | Persentase Penyelamatan | Kota 1 Dokumen 2.400.000,00
dan Evakuasi Korban Pangkal dan Evakuasi Korban Pangkal
Kebakaran dan Non Pinang Kebakaran dan Non Pinang

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

PersentaseTerlasananya
Infeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Kota 1 Dokumen
Pangkal
Pinang

10.000.000,00

PersentaseTerlasananya
Infeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Kota
Pangkal
Pinang

1 Dokumen

10.000.000,00
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1{ 05 | 04 | 2.03 | 0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian
Penyebab Kejadian Kebakaran

- Kota 1 Dokumen 2.151.000,00 | - Kota 1 Dokumen 2.151.000,00
Pangkal Pangkal
Pinang Pinang

1/ 05 | 04 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

- Kota 42 2.100.000,00 | - Kota 42 2.100.000,00
Pangkal Desa/Kelurahan Pangkal Desa/Kelurahan
Pinang Pinang

TOTAL | 9.911.803.734,00
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana
pembangunan tingkat kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang
menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum, semua kebutuhan
masyarakat yang tertampung pada hasil Musrenbang maupun melalui Pokok
Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terealisasi
berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Rencana Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang. Namun karena usulan yang masuk
jumlahnya terlalu banyak bila dibandingkan dengan kemampuan keuangan

daerah, maka wusulan yang diakomodir di dalam Renja sudah melalui

penelaahan berdasarkan sekala prioritas.

KEPENTINGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU

No Program/Kegiatan Lokasi |Indikator |[Besaran/Volume | Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang tidak terdapat

adanya usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional bahwa peran Satuan Polisi
Pamong Praja yaitu meningkatkan kewaspadaan secara dini pada masyarakat,
terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat, serta
penciptaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, terutama
melalui peningkatan kompetensi institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah.

Berdasarkan telaahan dari Renstra K/L maupun dari Renstra Satpol PP,
maka terdapat keterkaitan antara Isu strategis dari Satpol PP pusat maupun
provinsi dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkalpinang, yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta
perlindungan masyarakat dan kebakaran;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta
perlindungan masyarakat dan kebakaran;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan
ketertiban serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;

d. Pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dapat dilihat
pada tabel berikut :
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TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG
RENSTRA DAERAH TAHUN 2024 - 2026

Meningkatkan kualitas

perlindungan masyarakat
untuk ketentraman dan
kenyamanan lingkungan

Meningkatkan

Ketentraman dan Jumlah angka

Ketertiban Umum | Angka Kriminalitas kriminalitas yang terjadi Kasus 60 30 40
dan penanganan tahun berkenaan

Kebakaran

Jumlah kasus
pelanggaran peraturan

Persentase daerah yang terjadi tahun

Penurunan berkenaan dikurangi % 35 30 70 60
Pelanggaran Jumlah kasus

Peraturan Daerah pelanggaran peraturan

daerah tahun sebelumnya
/ Jumlah kasus
pelanggaran peraturan
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daerah yang terjadi tahun
sebelumnya x 100 %

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Non Kebakaran

Waktu Tanggap(
Response Time)
Penanganan
Kebakaran

Rata-rata waktu tanggap,
dihitung dari pelaporan,
penyiapan tim dan
peralatan, jarak tempuh
dan kesiapan pemadaman
kebakaran

Menit

13,47

10
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Pangkalpinang memuat program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra Satpol PP Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026,
sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk
mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pangkalpinang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 antara
lain terdiri dari 3 (Tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Secara lengkap
Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Kota Pangkalpinang yang akan

dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

4.1 PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan dalam

hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP serta
pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025,
terdiri dari 3 Program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran.

4.2 KEGIATAN
Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
d

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terdiri dari Sub Kegiatan
sebagai berikut :
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a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah Terdiri dari Sub Kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terdiri dart
Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

b. Pemberdayaan  Perlindungan  Masyarakat dalam  rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

d. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

e. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

f. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

g. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/ Wali Kota Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
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10.

11.

12.

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah

c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pencegahan, Pengendalian, @ Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Terdiri dari Sub Kegiatan
sebagai berikut :
a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Investigasi Kejadian Kebakaran Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai

berikut :

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian
Penyebab Kejadian Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terdiri dart

Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU
URUSAN / BIDANG T:I?g[f REALISASI Pﬁﬁ‘;ﬁ:ﬁ“ CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
NO KODE URUSAN / PROGRAM INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN RENJA TARGET KELOMPOK DAERAH
/ KEGIATAN / SUB |KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN RENJA OPD PAGU INDIKATIF PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF PENANGGUNG
KEGIATAN 2023 TARGET LOKASI SUMBER DANA TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2024 (Rp) (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.911.803.734,00 9.904.953.050,00
1 URUSAN 9.911.803.734,00 9.904.953.050,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN 9.911.803.734,00 9.904.953.050,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1. | 1.05.01 PROGRAM Indeks Kepuasan 95 Nilai 90 Nilai 7.383.861.634,00 95 Nilai| 7.420.409.989,00
PENUNJANG Pelayanan Internal 70 Nilai 68 Nilai 70 Nilai
URUSAN Perangkaf Daerah
PEMERINTAHAN Nilai Sakip Perangkat
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01 Perencanaan, Persentase penyampaian 100 % 100 % 2.610.000,00 - Pembangu nan 100 % 9.740.000,00 | SATUAN POLISI
Penganggaran, dan dokumen perencanaan, Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Evaluasi Kinerja penganggaran dan kinerja Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah perangkat daerah tepat dan Demokrasi
waktu Daerah
1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 2 720.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan 750.000,00 | SATUAN POLISI
Perencanaan Perangkat Dokumen Pinang, Semua TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Reformasi Birokrasi
Semua Kel/Desa ALOKASI dan Demokrasi
UMUM Daerah
1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen 0 1.170.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan 3.000.000,00 | SATUAN POLISI
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen Pinang, Semua TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA Reformasi Birokrasi
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI dan Demokrasi
UMUM Daerah

1.05.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG T:I?}(I}IEI:!T REALISASI Pmml" CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
NO KODE URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK SASARAN DAERAH
e aLE KEGIATAN / SUB KEGIATAN | pongrpa | RENJAOPD | 6 0) 1A HuN PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS PAGU INDIKATIF SLERBTEE e
KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET LOKASI TARGET JAWAB
OPD 2024 (Rp) DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1 720.000,00 | Kota Pangkal Pinang, DANA - Pembangu nan - 5.990.000,00 | SATUAN POLISI
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
SKPD dan Laporan Hasil Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Koordinasi Penyusunan Laporan DANA dan Demokrasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar ALOKASI Daerah
Realisasi Kinerja SKPD UMUM
1.05.01.2.02 Administrasi Persentase tersusunnya laporan 100 % 100 % 5.696.107.234,00 - Pembangu nan - 100 % 5.588.212.989,00 | SATUAN POLISI
Keuangan keuangan perangkat sesuai SAP Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Perangkat Reformasi Birokrasi
Daerah dan Demokrasi
Daerah
1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah  Orang yang 48 5.695.507.234,00 | Kota Pangkal Pinang, DANA - Pembangu nan - 5.585.212.989,00 | SATUAN POLISI
Menerima Gaji  dan Orang Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Tunjangan ASN /bulan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.02.0005 [ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, DANA - Pembangu nan - 3.000.000,00 [ SATUAN POLISI
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Koordinasi Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.06 Administrasi Persentase pelaksanaan 100 % 100 % 354.310.400,00 - Pembangu nan - 100% 369.045.500,00 | SATUAN POLISI
Umum administrasi umum perangkat Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Perangkat daerah Reformasi Birokrasi
Daerah dan Demokrasi

Daerah

1.05.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG T:I?SIERT REALISASI Pmml" CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
NO KODE URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK SASARAN DAERAH
e aLE KEGIATAN / SUB KEGIATAN | pongrpa | RENJAOPD | 6 0h 1A HuN PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS PAGU INDIKATIF EENGHCS
KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET LOKASI TARGET JAWAB
OPD 2024 (Rp) DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 10.014.600,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 12.014.500,00 | SATUAN POLISI
Instalasi Listrik/ Penerangan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Disediakan DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 140.743.500,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 144.028.700,00 | SATUAN POLISI
Kantor yang Disediakan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 28.552.300,00 | Kota Pangkal Pinang, DANA - Pembangu nan - 38.002.300,00 | SATUAN POLISI
dan Penggandaan yang Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Disediakan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 4 175.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 175.000.000,00 | SATUAN POLISI
Penyelenggaraan Rapat Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase terlaksananya 100 % 100 % 974.464.000,00 - Pembangu nan - 100% 1.090.351.500,00 [ SATUAN POLISI

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Demokrasi Akselerasi
Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah

PAMONG PRAJA

1.05.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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PRAKIRAAN MAJU
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
URUSAN / BIDANG AKHIR REALISASI CAPAIAN DAERAH
URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN | TARGET RENJA PRIORITAS O TR TS PENANGGUNG
NO KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RENSTRA |RENJAOPD | opp TAHUN | TARGET | pAGU INDIKATIF SUMBER KELOMPOK SASARAN | TARGET (Rp) JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 (Rp) LOKASI DANA NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan 4 81.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 76.200.000,00 | SATUAN POLISI
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Air dan Listrik yang Disediakan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 4 41.370.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 159.510.000,00 | SATUAN POLISI
Jasa Peralatan dan Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Perlengkapan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Disediakan DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 4 852.094.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA - Pembangu nan - 854.641.500,00 [ SATUAN POLISI
Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
yang Disediakan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Persentase terlaksananya 100 % 100 % 356.370.000,00 - Pembangu nan - 100% 363.060.000,00 | SATUAN POLISI
Barang Milik Daerah Jasa Penunjang Urusan Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Reformasi Birokrasi
Pemerintahan dan Demokrasi
Daerah Daerah
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan 1 Unit 44.010.000,00 | Kota Pangkal Pinang, DANA - Pembangu nan - 40.250.000,00 | SATUAN POLISI
Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Jabatan yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
dibayarkan Pajaknya DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM

1.05.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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PRAKIRAAN MAJU

URUSAN / BIDANG Tm%"‘ REALISASI PléAAI;LRI:NAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
NO KODE URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PAGU INDIKATIF PENANGGUNG
KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET LOKASI TARGET JAWAB
OPD 2024 (Rp) DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit 312.360.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA Pembangu nan - 322.810.000,00 | SATUAN POLISI
Operasional atau Lapangan yang Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
dan Perizinannya DANA dan Demokrasi
ALOKASI Daerah
UMUM
2. | 1.05.02 PROGRAM Persentase Gangguan 100 % 100 % 1.917.983.600,00 100 % |1.874.576.400,00
PENINGKATAN Trantibum yang dapat 100 % 100 % 100 %
KETENTERAMAN diselesaikan Persentase 100 % 100 % 100 %
DAN KETERTIBAN peningkatan 100 % 100 % 100 %
UMUM kompetensi PPNS dan ASN
Persentase warganegara yang
memperoleh pelayanan akibad
dari penegakan hukum perda
dan perkada
Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3(Ketertiban
,Ketentraman,Keindahan)
1.05.02.2.01 Penanganan Persentase Kasus Gangguan 100 % 100 % 1.666.858.600,00 Pembangu nan - 100 % | 1.609.721.700,00 | SATUAN POLISI
Gangguan Trantibum yang ditangani 100 % 100 % Demokrasi Akselerasi 100 % PAMONG PRAJA
Ketenteraman dan Persentase tersusunnya Laporan 100 % 100 % Reformasi Birokrasi 100 %
Ketertiban Umum Penyelesaian dampak Penegakan dan Demokrasi
dalam 1 (Satu) Perda dan Perkada Daerah
Daerah Persentase Tersusunya
Kabupaten/Kota Laporan Koordinasi
pelaksanaanTrantibum
tingkat kota
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil 4 22.750.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA Pembangu nan - 22.750.000,00 | SATUAN POLISI
Pelaksanaan Koordinasi Dokumen| Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Penyelenggaraan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Ketenteraman, Ketertiban DANA dan Demokrasi
Umum dan Perlindungan ALOKASI Daerah
Masyarakat Tingkat UMUM
Kabupaten/ Kota
1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen yang 4 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, | DANA Pembangu nan - 125.450.000,00 | SATUAN POLISI
Memuat Hasil Dokumen| Semua Kecamatan, TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Pemberdayaan Semua Kel/Desa UMUM- Reformasi Birokrasi
Perlindungan Masyarakat DANA dan Demokrasi
dalam rangka ALOKASI Daerah
Ketenteraman dan UMUM

Ketertiban Umum

1.05.02.2.01.0005

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
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PRAKIRAAN MAJU

TARGET PRAKIRAAN
APAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG URUSAN /| INDIKATOR PROGRAM / | AKHIR Rg:;ﬁ:ﬁl CAPAIAN ¢ J G RENCANA TAHUN 2026 PE];‘:EI:VR(;I;AT
e HODE PROGRAMKQ;{E&?; AN/ suB KE(:{IggI[:\l?I‘II\l\IS e Rpgﬁg':‘gi RENJNOED T%;%E:Al:i%vﬁl . SUMBER PRIORITAS O R s PAGU INDIKATIF | T ENANGGUNG
TAHUN 2023 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET JAWAB
OPD 2024 DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah SDM Satuan Polisi 50 Orang 246.761.600,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 269.884.000,00 | SATUAN POLISI
Pamongpraja dan Satuan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Perlindungan Masyarakat Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
yang Ditingkatkan Semua DANA dan Demokrasi
Kapasitasnya Kel/Desa ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4.367.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 4.370.000,00 | SATUAN POLISI
Pelaksanaan Kerja Sama Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
antar Lembaga dan Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Kemitraan Semua DANA dan Demokrasi
Kel/Desa ALOKASI Daerah

dalam Teknik Pencegahan UMUM

Kejahatan

1.05.02.2.01.0015

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Jumlah Laporan Gangguan 225 laporan 1.170.000.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 1.066.260.000,00 | SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Ketertiban Umum yang Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Dicegah Melalui Deteksi Semua DANA dan Demokrasi
Dini dan Cegah Dini, Kel/Desa ALOKASI Daerah
Pembinaan dan UMUM
Penyuluhan, Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Jumlah Laporan 100 Laporan 110.980.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 111.007.700,00 | SATUAN POLISI
Gangguan Ketenteraman Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
dan Ketertiban Umum Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
berdasarkan Perda dan Semua DANA dan Demokrasi
Perkada Melalui Kel/Desa ALOKASI Daerah
Penertiban dan UMUM
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
yang Dilakukan
Penindakan
1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
Jumlah Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 10.000.000,00 | SATUAN POLISI
Penyediaan Layanan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Dampak Penegakan Perda Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
dan Perkada yang Semua DANA dan Demokrasi
Terlayaniumlah Laporan Kel/Desa ALOKASI Daerah
pemberian pelayanan UMUM

dasar kepada warga
Layanan yang ter Dampak
Penegakan Perda dan
Perkada yang Terlayani
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PRAKIRAAN MAJU

TARGET PRAKIRAAN
APAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG URUSAN /| INDIKATOR PROGRAM / | AKHIR Rg:;ﬁ:ﬁl CAPAIAN c J ¢ ST LI 202 PE];‘:EI:VR(;I;AT
NO KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB| KEGIATAN / SUB PERIODE RENJA OPD TARGET RENJA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2023 OPD TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER TARGET PAGU INDIKATIF JAWAB
OPD 2024 DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah | Persentase 100 % 100 % 201.125.000,00 - Pembangu nan - 100 % 214.854.700,00 | SATUAN POLISI
Kabupaten/Kota dan Penanganan Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota Pelanggaran Perda Reformasi Birokrasi
dan Perkada sesuai dan Demokrasi
SOP Daerah
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 20.100.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 19.439.700,00 | SATUAN POLISI
Pelaksanaan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Sosialisasi Penegakan Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Peraturan Daerah dan Semua DANA dan Demokrasi
Peraturan Kepala Kel/Desa ALOKASI Daerah
Daerah UMUM
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Jumlah Laporan 4 Laporan 34.775.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 35.400.000,00 | SATUAN POLISI
Pelaksanaan Penanganan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Atas Pelanggaran Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Peraturan Daerah dan Semua DANA dan Demokrasi
Peraturan kepala daerah Kel/Desa ALOKASI Daerah
Sesuai SOP UMUM
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 146.250.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 160.015.000,00 | SATUAN POLISI
Pelaksanaan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Pengawasan yang Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Dilakukan Terhadap Semua DANA dan Demokrasi
Kepatuhan Terhadap Kel/Desa ALOKASI Daerah
Pelaksanaan Peraturan UMUM
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai | Persentase PPNS yang aktif | 100 % 100 % 50.000.000,00 - Pembangu nan - 100 % 50.000.000,00 | SATUAN POLISI

Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

Demokrasi Akselerasi
Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah

PAMONG PRAJA

1.05.02.2.03.0006

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
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TARGET PRAKIRAAN SLELOBE L b
URUSAN / BIDANG REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
URUSAN / PROGRAM / R e oaRAy AKHIR CAPAIAN e DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA KELOMPOK SASARAN
R = KEGIATAN RENSTRA |RENJAOPD | = ph raAHUN SUMBER PRIORITAS PAGU INDIKATIF | FENANGGUNG
KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET JAWAB
OPD 2024 DANA (Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 50.000.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 50.000.000,00 [ SATUAN POLISI
Pengembangan dan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Peningkatan Kapasitas Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Pejabat PPNS Penegak Semua DANA dan Demokrasi
Perda Kel/Desa ALOKASI Daerah
UMUM
3. 1.05.04 PROGRAM Persentase pelayanan 100 % 100 % 609.958.500,00 100 % 609.966.661,00
PENCEGAHAN, penyelamatan dan
PENANGGULANGAN, evakuasi korban
PENYELAMATAN kebakaran
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Persentase 100 % 100 % 595.707.500,00 - Pembangu nan - 100 % 595.715.661,00 [ SATUAN POLISI
Pengendalian, Penyelamatan dan Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Pemadaman, Evakuasi Korban Reformasi Birokrasi
Penyelamatan, dan Kebakaran dan Non dan Demokrasi
Penanganan Bahan Kebakaran Daerah
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM Pen| 1 Dokumen 2.400.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 2.400.000,00 | SATUAN POLISI
cegahan/Penanggulangan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Kebakaran dalam Daerah Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Kabupaten/Kota Setiap Semua DANA dan Demokrasi
Tahunnya Kel/Desa ALOKASI Daerah
UMUM
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 590.907.500,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 590.915.661,00 [ SATUAN POLISI
Pelaksanaan Kegiatan Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Kesiapsiagaan Petugas Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
Piket dan Pemadaman Semua DANA dan Demokrasi
Kebakaran dalam Daerah Kel/Desa ALOKASI Daerah
Kabupaten/Kota UMUM
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 2.400.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 2.400.000,00 | SATUAN POLISI

Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan
Penyelamatan/ Evakuasi
Saat Penanggulangan
Kebakaran dan Non
Kebakaran

Pinang, Semua | TRANSFER

Kecamatan, UMUM-

Semua DANA

Kel/Desa ALOKASI
UMUM

Demokrasi Akselerasi
Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah

PAMONG PRAJA
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PRAKIRAAN MAJU

URUSAN / BIDANG TARGET | pparisasi | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN CAPAIAN DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA KELOMPOK SASARAN
AR U KEGIATAN RENSTRA |RENJAOPD | =0 maAHUN SUMBER PRIORITAS PAGU INDIKATIF | T ENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET JAWAB
(Rp)
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan PersentaseTerlasanany 100 % 100 % 10.000.000,00 Pembangu nan - 100 % 10.000.000,00 | SATUAN POLISI
Proteksi Kebakaran a Infeksi Peralatan Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Proteksi Kebakaran Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 10.000.000,00 | Kota Pangkal DANA Pembangu nan - 10.000.000,00 | SATUAN POLISI
Memuat Data Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Bangunan/ Ged Kecamatan, UMUM- Reformasi Birokrasi
ung/ Lingkungan yang Semua DANA dan Demokrasi
Memenuhi Kelaikan Kel/Desa ALOKASI Daerah
Standar Sarana Prasarana UMUM
Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.03 Investigasi - - - 2.151.000,00 Pembangu nan - - 2.151.000,00 [ SATUAN POLISI
Kejadian Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Kebakaran Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 2.151.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 2.151.000,00 | SATUAN POLISI
Memuat Hasil Kejadian Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Kebakaran yang Kecamatan, UMUM-DANA Reformasi Birokrasi
Dilakukan Investigast Semua ALOKASI dan Demokrasi
Lanjutan Meliputi Kel/Desa UMUM Daerah
Penelitian dan Pengujian
1.05.04.2.04 Pemberdayaan - - - 2.100.000,00 - Pembangu nan - - 2.100.000,00 | SATUAN POLISI

Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran

Demokrasi Akselerasi
Reformasi Birokrasi
dan Demokrasi
Daerah

PAMONG PRAJA

1.05.04.2.04.0002

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
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TARGET PRAKIRAAN Lol L L T
URUSAN / BIDANG REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT
URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN CAPAIAN DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA KELOMPOK SASARAN
AR U KEGIATAN RENSTRA |RENJAOPD | =0 maAHUN PRIORITAS PAGU INDIKATIF | T ENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET (Rp) JAWAB
2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Desa/Kelurahan 42 2.100.000,00 | Kota Pangkal DANA - Pembangu nan - 2.100.000,00 | SATUAN POLISI
yang Terbentuk dan Desa/Kelu Pinang, Semua | TRANSFER Demokrasi Akselerasi PAMONG PRAJA
Terbina Relawan rahan Kecamatan, UMUM-DANA Reformasi Birokrasi
Pemadam Kebakaran Semua ALOKASI dan Demokrasi
pada Lingkup Sistem Kel/Desa UMUM Daerah

Ketahanan Kebakaran
Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya

JUMLAH

9.911.803.734,00

9.904.953.050,00
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun
2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 dalam mendukung
tercapainya Tujuan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan target pembangunan
yang telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di
Kota Pangkalpinang adalah turut mengawal terlaksananya kegiatan-kegiatan
pembangunan fisik dan non fisik, pelayanan terhadap masyarakat, sehingga
tercipta ketentraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Kebakaran di Kota
Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Satuan Polisi
Pamong Praja selalu bersinergi bekerjasama dengan Institusi dan OPD terkait,
yakni TNI-POLRI, kejaksaan, Pengadilan, Bappeda, Dishub, Dindik,
Kesbangpol, dan serta OPD terkait, para pelaku usaha dan juga Satlinmas
serta masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang selain dilaksanakan
jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang juga ditentukan oleh dukungan
masyarakat, jika dalam masyarakat sudah tercipta keadaan yang kondusif,
aman, nyaman, dan tentram, maka tujuan yang tertuang dalam dokumen

perencanaan dapat terwujud dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pangkalpinang, 2024
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